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BIRODKRASI

Nasib 1,2 Juta
CASN Masih
Menggantung

JAKARTA, KOMPAS — Pemerintah belum juga mengambil ke-
bijakan atas nasib 1,2 juta calon aparatur sipil negara atau
CASN Mereka terancam sebagal penganggur sementara dan
lak mermiliki penghasilan,

Menteri Pendavagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi (Menpan dan BB} KHini Widyvantini hanyva menyvebut
masalah penundaan pengangkatan CASN ini masih dibahas,
"Sedang dibahas, sedang dibahas, vie Sedang dibahas ya." ujar
Rini kepada wartawan di Kompleks [stana Kepresidenan,
Jakarta, Selasa (11/°3,2028).

Rini hadir di Istana untulk mendampingi Presiden Prabowo
Subianto mengunumkan THR dan gaji ke-12 ASN, TNL, Polri.
dan pensiunan. Seusai pengumuman, warlawan sempal me-
nverukan pertanyaan terkait nasib 1.2 juta CASN ini.

Schari sebelumnya, Binl mengatakan, masalah ine-sudiah
dilaporkan kepada Presiden. Namun, semua masih menunggu
keputusan Presiden.

Miberitakan sebelumnya, pengangkatan CASN, baik calon
pegawal negeri sipil (CPNS) maupun pegawai pemerintah
dengan perjanjian kerja (PPPE), pada rabun 2025 diundur dari
rencana awal. Pengangkatan CPNS diundur menjadi Oktober
2025 duri rencana awal 22 Februar hingga 23 Maret 2025,
Sementara pengangkatan calon PPPK yang scharusnya di
Iaksanakan pada Juni 2025 diondur menjadi Marel 2026,
Berdasarkan data Menpan dan BB, CASN ini terdiri dari
248970 CPNS dan 1017111 calon PPPE,

Respons Ombudsman

Anggota Ombudsman RL Robert Na Endi Jaweng menga-
takan, pengangkatan CASN Tuhun Anggaran 20024 tentu
hervdampak terhadap pelavaman publik.

"Penundaan pengangkatan CASN berkaitan dengan efel-
tivitas pelayanan publik, CASN sebagai motor hirokrasi sangat
penting dalam peningkatin pelayvanan publik di instansi
masing-masing  Hibuan CASN tenaga kesehalan di suatu
dacrah vang belum diangkat dalam kurun waktu vang cukup
lama akan berakibal terganggunya layanan kesehatan,” tulur
Robert di Kantor (m-
budsman R, Jukarts Se-
latan, Selasa (11/3).

Pertama, pemerintah ==
perho mengukur unsur Penu
kerugian publik akibat ndaan
penundaan pengangkat- pengmﬂka“!"
an  tersecbut.  “Selain CASN berkaitan
dampak 1Ler!‘l'.m]ap pet!:'la_]i- derlgun ﬁE’fﬁU’l‘tﬂS
sanamn layvanan  publik, 2
Jugi- ada potens: mula- pelayanan publik.

administrasi  pelayanan Rnherr Ma Endi Jawarg

bidang lepegawaian

{(CASN]), Untuk. iu, pe-

merintah perlu anemi

kirkan pendekatan solu-

HF untuk mengatasi pe-

nundaan berlarut peng-

angkatan, seperti upaya ganti rugl, pendekatan khusus pe-
merintah ke tempat kerja sebelumnya. dan opsi-opsi lain.” ujor
Robert,

Kedua, demi aluantabilitas publik. Ombudsman meminta
pemerintah menvampaikan informasi secara transparan ler-
kait alasan penundaan pengangkatan CASN TA 2024,

Menurult Hobert, kepastian informasi akan membantu
peserta untuk menviapkan langkah-langkah antisipatif agar
tdak terganggu kondisi perekonomiannya, Selain ibu, juga agar
tidak terjebak dalam situasi yang ridak pasti saat masa tunggu
dan bahkan menjadi penganggur sementara

Ketiga, sebagai exit-strategy, pemerintah menyusun skema
penyelesaian melalui mekanisme pengangkatan CASN TA
2024 secara bertahap bagl instansi vang sudah siap secara
administratit dan finansial.

"Sebanvak 207 dan 602 instanst meminta penundaan
pengangkatan densan alasan penataan formasi, pembarman
administrasi, dan sebagainya. Kemenpan dan BB maupun
BKN wajib memastikan bahwa 395 instansi vang sudah siap
untuk segers melskukan pengangkatan terhadap para CASN
yang telah lulus tanpa harus dilabukan sckaligus (serentak)”
kata Robert.
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Kepastian

kKeempat, pemerintabh perlo menerbitkan prodok hokam
atau regulasi yang berkaitan dengan kepastian penganghkatan
CASN TA 2024, Menurut Robert, upksva ini sebagai ]dITIII'IrlI'I
kepastian pemerintah dalam menyelesaikan persoalan ini.

belima, Ombudsman berharap selesainya perbedaan talsic
atas hasil rapat dengar pendapat antara Komisi 11 DPR dan
pemerintah.

"Perlu ada inisiatif barm untuk mencari titik temu antara
DPPR dan pemerintah sehingga muncul kesepakatan final dan
satu tafsiran vang sama atasnyva. "Tal int penting untuk
memastikan kondosifnya situasi vang relatif koempleks saat ind
dan dapat berdampak positifl pada upava penvelesaian per-
masalahan penundaan pengangkatan CASN TA 20247 ujar
Robert,

Schagai catatam “akhirg sebagal _pintwy bagi para pencari
keadilan setelah menempuh mekanmisme pengaduan ke in-
ternal pemerintah, yakni Kemenpan dan BB serta BKN, maka
Ombudsman mengimbau masvarakat untuk menyampaikan
pengaduan atau laporan jika mengalami atan menvaksikan
tindakan malaadministrasi pada proses seleksi CASN TA 2024
melaluil berbagal Kanal resmi Ombudsman vang tersedia di
pusat dan kantor-kantor perwakilan di 34 provinsi. Jalur
mekanisme kelembogaan resmi seperti ini menjadi pilihan
dalam memperjuangkan akses keadilan administrasi  {ad-
ministrative justice) dan ekspresi hak demokrasi warga

(ITHANTA)
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